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PRAKATA 
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-

Nya, sehingga buku ini, yang berjudul "Analisis Kebijakan Publik," dapat 

diselesaikan dan disajikan kepada pembaca. Buku ini hadir sebagai respon 

terhadap kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif 

mengenai analisis kebijakan publik, sebuah disiplin yang semakin relevan 

dengan perkembangan zaman dan kompleksitas isu-isu yang dihadapi 

masyarakat saat ini. 

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan yang mampu memengaruhi kehidupan masyarakat secara 

keseluruhan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perubahan iklim, 

ketidakadilan sosial dan dinamika politik, pemimpin, pembuat kebijakan dan 

akademisi dituntut untuk mampu menganalisis, merumuskan, dan 

mengevaluasi kebijakan dengan baik agar dapat menghasilkan solusi yang 

efektif dan berkelanjutan. Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

yang mendalam mengenai proses dan teori analisis kebijakan publik, serta 

instrumen dan metode yang dapat digunakan dalam praktik kebijakan. 

Melalui penyajian teori-teori dasar, model-model analisis, serta evaluasi 

kebijakan publik, kami berharap pembaca dapat membangun pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan terlibat dalam proses 

kebijakan publik. Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi bagi 

mahasiswa, peneliti, praktisi, dan siapa pun yang tertarik untuk memahami 

lebih jauh tentang dunia kebijakan publik. 

Penyusunan buku ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai 

pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif selama proses 

penulisan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dan 

menjadi inspirasi bagi upaya-upaya pengembangan kebijakan publik yang 

lebih baik di masa mendatang. 
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Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan baru dan 

mendalam bagi pembaca serta menjadi alat bantu dalam upaya menciptakan 

kebijakan yang lebih responsif dan bertanggung jawab. 

 

 

Jayapura, 16 Mei 2025 
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BAB 1  
PENGANTAR KEBIJAKAN 
PUBLIK 
 

 

 

A. DEFINISI KEBIJAKAN PUBLIK 

1. Pengantar 

 Kebijakan publik merupakan instrumen fundamental dalam 

tata kelola pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Di dalamnya 

tercermin proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk 

mengatur kehidupan bersama, mengalokasikan sumber daya, serta 

menjawab berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. 

2. Definisi Kebijakan Publik 

Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai 

serangkaian keputusan, tindakan, atau tidak bertindak (non-decision) 

yang diambil oleh aktor-aktor pemerintahan yang memiliki otoritas, dan 

yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas. 

Beberapa definisi dari para ahli: 

• Thomas R. Dye (1972): “Public policy is whatever governments 

choose to do or not to do.” (Kebijakan publik adalah apa pun yang 

diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan). 

• James E. Anderson (1975): “Public policy is a purposive course of 

action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem 

or matter of concern.”(Kebijakan publik adalah suatu rangkaian 

tindakan yang terarah dan dilakukan oleh seorang aktor atau 

sekelompok aktor dalam menangani suatu masalah). 
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BAB 2  
PROSES KEBIJAKAN PUBLIK 
 

 

 

A. IDENTIFIKASI MASALAH 

Dalam proses perumusan kebijakan publik, langkah pertama dan paling 

krusial adalah identifikasi masalah. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai 

masalah yang dihadapi, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak efektif, 

bahkan bisa menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Identifikasi 

masalah bukan sekadar mengenali adanya gejala sosial, melainkan upaya 

sistematis untuk menggali akar persoalan, memahami konteksnya, dan 

menentukan ruang lingkup intervensi kebijakan. 

1) Definisi dan Tujuan Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan 

sebagai proses awal untuk menemukan dan merumuskan isu-isu yang 

memerlukan perhatian pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya. 

Tujuan utamanya adalah untuk: 

• Menyaring persoalan yang benar-benar penting dan mendesak. 

• Menentukan urgensi dan relevansi isu terhadap kepentingan publik. 

• Menyediakan dasar rasional dalam proses formulasi kebijakan. 

Masalah yang teridentifikasi dengan baik akan membuka jalan bagi 

analisis yang lebih akurat dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran. 

2) Sumber-Sumber Identifikasi Masalah 

Masalah publik dapat diidentifikasi melalui berbagai sumber, antara lain: 

• Data empiris: Statistik sosial, hasil survei, laporan penelitian, dan 

data administratif menjadi dasar kuat dalam mengenali tren dan pola 

masalah yang muncul. 

• Keluhan masyarakat: Aspirasi publik yang disampaikan melalui 

media, forum diskusi, atau mekanisme pengaduan bisa menjadi 
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BAB 3  
TEORI DAN MODEL 
ANALISIS KEBIJAKAN 
 

 

 

A. MODEL RASIONAL 

Dalam kajian kebijakan publik, Model Rasional merupakan salah satu 

pendekatan paling awal dan klasik yang digunakan untuk menjelaskan proses 

pengambilan keputusan oleh aktor-aktor kebijakan. Model ini menekankan 

rasionalitas, efisiensi, dan penggunaan logika sistematis dalam menyusun dan 

memilih alternatif kebijakan yang paling optimal. Pendekatan ini banyak 

dipengaruhi oleh teori ekonomi klasik dan teori pengambilan keputusan 

(decision theory), yang mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan memiliki 

informasi lengkap dan kemampuan analisis yang memadai. 

a) Definisi dan Asumsi Dasar 

Model Rasional dalam analisis kebijakan didefinisikan sebagai suatu 

pendekatan pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis dan 

logis, berdasarkan perhitungan untung-rugi dari setiap alternatif 

kebijakan yang tersedia. Tujuan utama dari model ini adalah untuk 

memilih alternatif yang maksimal dalam manfaat dan minimal dalam 

biaya (efisiensi optimal). 

Beberapa asumsi dasar dari Model Rasional meliputi: 

• Terdapat tujuan yang jelas dan dapat diukur. 

• Semua alternatif kebijakan dapat diidentifikasi dan dianalisis. 

• Dampak dari setiap alternatif dapat diprediksi secara akurat. 

• Pembuat kebijakan memiliki informasi lengkap dan objektif. 

• Pemilihan alternatif dilakukan berdasarkan kriteria rasional, bukan 

kepentingan politik atau nilai subjektif. 
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BAB 4  
METODE ANALISIS 
KEBIJAKAN 
 

 

 

A. ANALISIS KUANTITATIF 

Dalam ranah analisis kebijakan publik, analisis kuantitatif memegang 

peranan penting sebagai instrumen untuk memahami, mengevaluasi, dan 

memprediksi dampak dari suatu kebijakan secara objektif dan terukur. 

Pendekatan ini bertumpu pada data numerik, statistik, dan model matematis 

guna menghasilkan simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

Analisis kuantitatif digunakan dalam berbagai tahap siklus kebijakan, 

mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dampak kebijakan. Misalnya, 

untuk menilai efektivitas program bantuan sosial, analis kebijakan dapat 

membandingkan kondisi ekonomi rumah tangga penerima bantuan sebelum 

dan sesudah program dijalankan menggunakan metode statistik seperti 

difference-in-differences atau regresi multivariat. 

Salah satu kekuatan utama dari pendekatan kuantitatif adalah 

kemampuannya untuk mengendalikan variabel pengganggu dan mengisolasi 

hubungan kausal. Penggunaan data survei, data administratif pemerintah, 

hingga big data memungkinkan analisis dilakukan secara luas dan dalam skala 

besar. Metode ini sangat penting dalam menjawab pertanyaan "seberapa besar 

dampak sebuah kebijakan?", "siapa yang paling terdampak?", dan "apakah 

intervensi ini lebih efektif dibandingkan alternatif lain?". 

Namun demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Tidak semua 

fenomena kebijakan dapat diukur secara numerik. Dimensi sosial, budaya, dan 

politik sering kali tidak sepenuhnya tercermin dalam angka. Oleh karena itu, 

analisis kuantitatif perlu dilengkapi dengan pendekatan kualitatif agar 
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BAB 5  
PARTISIPASI PUBLIK 
DALAM KEBIJAKAN 
 

 

 

A. PENTINGNYA PARTISIPASI PUBLIK 

Dalam kajian kebijakan publik, partisipasi publik menempati posisi 

sentral yang tidak dapat diabaikan. Sebuah kebijakan yang baik bukan hanya 

produk pemikiran para ahli atau pejabat pemerintahan, melainkan hasil dari 

dialog, aspirasi, dan keterlibatan aktif warga negara. Partisipasi publik bukan 

sekadar pelengkap prosedural; ia merupakan unsur esensial yang menentukan 

legitimasi, efektivitas, dan keberlanjutan suatu kebijakan. 

1) Definisi dan Hakikat Partisipasi Publik 

Partisipasi publik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok 

dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan 

bersama. Keterlibatan ini bisa berbentuk konsultasi, pemberian masukan, 

advokasi, hingga pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Dalam 

demokrasi modern, partisipasi diakui sebagai hak warga negara sekaligus 

sebagai mekanisme untuk memperbaiki kualitas pemerintahan. 

Menurut Arnstein (1969) dalam karyanya yang terkenal A Ladder 

of Citizen Participation, partisipasi dapat dipahami sebagai spektrum, 

mulai dari manipulasi (partisipasi semu) hingga kontrol warga penuh atas 

keputusan. Dengan demikian, penting untuk tidak hanya melihat 

kuantitas partisipasi, tetapi juga kualitasnya. 

2) Alasan Pentingnya Partisipasi Publik 

a. Meningkatkan Legitimasi Kebijakan 

Kebijakan yang disusun dengan melibatkan publik cenderung 

memiliki legitimasi yang lebih tinggi. Warga merasa bahwa suara 

mereka dihargai, sehingga lebih cenderung menerima dan 
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BAB 6  
EVALUASI KEBIJAKAN 
PUBLIK 
 

 

 

A. TUJUAN EVALUASI 

Dalam bidang analisis kebijakan publik, evaluasi merupakan tahap yang 

tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan siklus kebijakan. Evaluasi bertujuan 

menilai sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, serta memberikan masukan untuk perbaikan atau pengembangan 

kebijakan di masa mendatang. Tanpa evaluasi, pengambilan keputusan hanya 

akan didasarkan pada asumsi atau persepsi semata, bukan pada bukti nyata 

yang terukur. 

Secara umum, tujuan evaluasi dalam kebijakan publik dapat 

dikelompokkan menjadi lima tujuan utama: (1) mengukur efektivitas, (2) 

meningkatkan akuntabilitas, (3) memperbaiki implementasi, (4) mendukung 

pengambilan keputusan, dan (5) menghasilkan pembelajaran institusional. 

Mari kita uraikan satu per satu. 

1. Mengukur Efektivitas Kebijakan 

Tujuan pertama evaluasi adalah untuk mengukur efektivitas suatu 

kebijakan. Ini berarti mengevaluasi sejauh mana kebijakan mampu 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apakah intervensi publik yang 

dirancang benar-benar menyelesaikan masalah yang menjadi fokus 

perhatian? Misalnya, jika sebuah program kesehatan masyarakat 

bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi, evaluasi harus 

mampu menunjukkan apakah angka tersebut memang menurun dan 

sejauh mana penurunannya dapat dikaitkan dengan program tersebut. 

Pengukuran efektivitas tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga 

memperhatikan proses yang ditempuh dan faktor-faktor kontekstual yang 
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